
b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupatan Nias Tahun 
Anggaran 2012, telah diprogramkan 
kegiatan Padat Ka.rya Pedesaan, sehingga 
untuk kelancaran pelaksanaannya perlu 
diatur petunjuk teknis pelaksanaan; 

BUPATI NIAS, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan 
kerja, maka dipandang perlu untuk 
memberikan lapangan pekerjaan melalui 
kegiatan Padat Ka.rya Pedesaan, sehingga 
dapat mendayagunakan tenaga kerja 
penggangguran dan setengah pengangguran 
di pedesaan untuk membangun dan 
merehabilitasi sarana dan prasarana 
ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat ; 

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT 
KARYA PEDESAAN KABUPATEN NIAS 

TAHUN ANGGARAN 2012 

SERI: E NOMOR: 21 

I 
DERITA DAERAH 

KABUPATEN NIAS I. 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan 
Daerah Provinsi Surnatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4484); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Nias tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Pedesaan 
Kabupatan Nias Tahun Anggaran 2012; 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373) ; 

6.- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 ten tang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah; 

I. 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali dirubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 
Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias 
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nornor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012; 

15. Peraturan Bupati Nias Nomor 18 Tahun 
2011 ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012; 
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Pasal 3 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias 

Pasal 2 
(1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di 

atas, diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut: 
l. Bab I Pendahuluan 
2. Bab II Pelaksanaan 
3. Bab III Pengawasan dan Pengendalian, Evaluasi dan 

Pela po ran 
4. Bab IV Penutup 

(2) Latnpiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan · 
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Bupati Nias ini. 

Pasal 1 
( 1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya 

Pedesaan Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2012, diatur 
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nias ini. 

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati Nias ini. 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
KEGIATAN PADAT KARYA PEDESAAN 
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2012. 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Bupati Nias Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2012; 
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Diundangkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 Juni 2012 
SEKRETARIS DAE 

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan 
pada tanggal 4 Juni 2012 

BUPATI NIAS, 
ttd 

SOKHIATULO LAOLI 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Nias mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 4 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Nias Nomor 4 Tanggal 30 Maret 2011 ten tang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Pedesaan 
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 4 Seri : E), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku 


